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  Abstract  
 

 The implications of subcontracting agreements in Indonesia's construction 

practice hold significant importance in ensuring project efficiency. This 

research highlights crucial factors to consider, including compliance with the 

law, efficient dispute resolution, workers' rights protection, and risk 

management. Adhering to construction and civil code regulations, alongside 

considering alternative dispute resolution, mitigates legal risks. Ensuring 

workers' rights protection and implementing robust risk management 

contribute to project success. By understanding and applying these 

implications, the practice of subcontracting agreements can achieve a 

harmonious and productive balance in construction project execution in 

Indonesia. Emphasizing these aspects will result in smoother operations, 

minimized conflicts, and improved overall project outcomes, ultimately 

leading to successful construction project completion in Indonesia. The 

consideration of these factors in the construction industry can positively 

impact project outcomes and lead to more effective and successful 

construction projects. This research highlights the significant role of 

contracting agreements in construction practices in Indonesia in ensuring 

project efficiency. It focuses on crucial factors that need attention, including 

compliance with the law, efficient dispute resolution, protection of workers' 

rights, and risk management. Adhering to construction laws and the Civil 

Code (KUHPerdata), as well as considering alternative dispute resolution, 

helps mitigate legal risks. Protecting workers' rights and implementing good 

risk management contribute to project success. By understanding and 

applying these implications, contracting practices can achieve a harmonious 

and productive balance in implementing construction projects in Indonesia. 

Emphasizing these aspects will result in smoother operations, reduced 

conflicts, and overall project improvement, ultimately leading to successful 

construction project completion in Indonesia. Consideration of these factors 

in the construction industry can have a positive impact on project outcomes, 

resulting in more effective and successful construction projects. 
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Abstrak  

Penelitian ini membahas tentang implikasi dari perjanjian pemborongan dalam 

praktik konstruksi di Indonesia yang memiliki peran penting dalam 

memastikan efisiensi proyek. Faktor-faktor yang menjadi fokus utama 

penelitian ini adalah kepatuhan terhadap hukum, penyelesaian sengketa yang 

efisien, perlindungan hak-hak pekerja, dan manajemen risiko. Mematuhi 

peraturan hukum konstruksi dan KUHPerdata serta menggunakan 

penyelesaian sengketa alternatif membantu mengurangi risiko hukum yang 

dapat timbul dalam proyek konstruksi. Kepatuhan terhadap hukum konstruksi 

dan KUHPerdata sangat penting dalam perjanjian pemborongan, karena dapat 

menghindarkan pihak-pihak yang terlibat dari potensi sengketa dan masalah 

hukum yang merugikan. Dengan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, 

proyek konstruksi memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dapat berjalan 

dengan lebih lancar dan tanpa gangguan yang tidak perlu. Penerapan 

penyelesaian sengketa alternatif juga memiliki peran krusial dalam 

memastikan efisiensi proyek konstruksi. Ketika sengketa terjadi, 

menggunakan jalur penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi atau 
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arbitrase dapat menghemat waktu dan biaya, daripada harus menghadapinya 

melalui jalur peradilan formal. Hal ini juga dapat membantu meminimalkan 

dampak negatif dari sengketa terhadap kemajuan proyek. Perlindungan hak-

hak pekerja juga menjadi aspek penting dalam perjanjian pemborongan. Para 

pekerja memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan 

mendapatkan upah yang adil. Dengan memperhatikan hak-hak pekerja, pihak-

pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi dapat menciptakan kondisi kerja 

yang baik dan memastikan kesejahteraan pekerja, sehingga mereka dapat 

bekerja dengan produktivitas yang tinggi. Manajemen risiko yang baik juga 

merupakan kunci kesuksesan proyek konstruksi. Dalam lingkup perjanjian 

pemborongan, pihak-pihak yang terlibat harus mampu mengidentifikasi dan 

mengelola risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Dengan 

meminimalkan risiko dan mengantisipasi kemungkinan masalah, proyek dapat 

berjalan lebih lancar dan menghindari potensi kerugian finansial maupun non-

finansial. Memahami dan menerapkan implikasi-implikasi ini merupakan 

langkah penting dalam mencapai keseimbangan harmonis dan produktif dalam 

pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia. Dengan menekankan aspek-

aspek yang relevan, proyek konstruksi dapat berjalan lebih lancar, konflik 

dapat teredam, dan hasil proyek secara keseluruhan dapat meningkat. Hal ini 

pada akhirnya akan mengarah pada penyelesaian proyek konstruksi yang 

sukses di Indonesia. Penting bagi industri konstruksi untuk 

mempertimbangkan faktor-faktor ini agar dapat berdampak positif pada hasil 

proyek dan menghasilkan proyek konstruksi yang lebih efektif dan sukses. 

Melalui penerapan perjanjian pemborongan yang baik dan memperhatikan 

aspek-aspek tersebut, proyek konstruksi dapat menjadi sumber pertumbuhan 

ekonomi yang signifikan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi 

masyarakat Indonesia. Implikasi dari perjanjian pemborongan dalam praktik 

konstruksi di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan efisiensi 

proyek.  
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1. PENDAHULUAN 

Pembangunan infrastruktur dan bangunan merupakan pilar utama dalam kemajuan suatu negara. Sektor 

konstruksi memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur yang berkembang 

dengan pesat, mulai dari pembangunan gedung perkantoran, hunian, jalan raya, jembatan, hingga fasilitas 

umum lainnya. Dalam proses pembangunan ini, perjanjian pemborongan bangunan menjadi salah satu 

instrumen hukum yang mendasari kerja sama antara pemilik proyek dan pihak pemborong untuk menjamin 

kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek tersebut.  

Perjanjian pemborongan bangunan adalah kontrak formal yang mengatur hubungan antara pihak yang 

memesan proyek (pemilik proyek) dengan pihak yang bertanggung jawab melaksanakan proyek (pihak 

pemborong). Di dalam perjanjian ini, disepakati berbagai aspek, termasuk ruang lingkup pekerjaan, jangka 

waktu pelaksanaan, biaya proyek, ketentuan pembayaran, standar kualitas, serta hak dan kewajiban kedua belah 

pihak. Selain itu, perjanjian ini juga mencakup klausul-klausul yang mengatur mekanisme penyelesaian 

sengketa, tanggung jawab atas perubahan proyek, serta tindakan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap 

perjanjian. 

Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan dan kompleksitas dalam penyusunan dan pelaksanaan 

perjanjian pemborongan bangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan memang tidak dapat dipungkiri sering 

terjadinya sengketa-sengketa, baik dalam hal wanprestasi/keterlambatan dalam penyelesaian, pelaksanaan 

pekerjaan yang tidak sesuai degan bestek, salah dalam perencanaan pekerjaan terlambat, kesalahan dalam 

sistem tender dan sebagainya.1 Misalnya, aspek hukum yang terkait dengan perubahan proyek atau 

ketidaktepatan dalam penafsiran klausul-klausul kontrak sering kali menjadi pemicu perselisihan antara 

pemilik proyek dan pihak pemborong. Selain itu, proses negosiasi yang buruk atau ketidaktahuan tentang 

peraturan hukum yang berlaku dapat menyebabkan perjanjian menjadi tidak menguntungkan bagi salah satu 

atau kedua belah pihak. 

Perlindungan hak-hak pekerja juga menjadi salah satu implikasi penting dalam praktik perjanjian 

pemborongan di Indonesia. Pekerja yang terlibat dalam proyek konstruksi memiliki hak-hak yang harus 

 
1 Fadhel Rufbyarto, Persoalan Hukum Yang Timbul Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja Bangunan 

Pendirian Perumahan Oleh Pemborong, Vol. 6, Surabaya, Widya Yuridika:Jurnal Hukum, hal. 347. 
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dijamin dan dilindungi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Pihak pemborong wajib 

memastikan bahwa para pekerja memiliki kontrak kerja yang sah, menerima upah yang sesuai dengan 

ketentuan perundangan, serta dilengkapi dengan perlindungan asuransi kesehatan dan keselamatan kerja yang 

memadai. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman bagi para pekerja, 

sehingga proyek dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. 

Masalah lain yang sering muncul adalah ketidaktepatan dalam penentuan biaya proyek, yang dapat 

menyebabkan peningkatan biaya yang tidak terduga selama pelaksanaan proyek dan menyulitkan pihak 

pemborong. Sebaliknya, pemilik proyek juga dapat mengalami kendala jika kualitas pekerjaan yang dihasilkan 

tidak sesuai dengan standar yang telah disepakati dalam perjanjian. Selain itu, terdapat perbedaan hukum antara 

negara-negara dalam mengatur perjanjian pemborongan bangunan. Negara-negara memiliki peraturan hukum 

yang berbeda-beda dalam mengatur tanggung jawab dan hak-hak antara pemilik proyek dan pihak pemborong. 

Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang perjanjian pemborongan bangunan dalam 

konteks hukum yang berlaku di wilayah tertentu untuk mencegah ketidakjelasan dan konflik hukum yang 

mungkin timbul. 

Penelitian ini membahas mengenai implikasi dari perjanjian pemborongan dalam praktik konstruksi di 

Indonesia dan peran pentingnya dalam memastikan efisiensi proyek. Dalam konteks industri konstruksi, 

perjanjian pemborongan memegang peranan sentral sebagai landasan hukum yang mengatur hubungan antara 

berbagai pihak yang terlibat dalam sebuah proyek. Dalam penelitian ini, berbagai faktor krusial menjadi 

sorotan utama, seperti kepatuhan terhadap hukum, penyelesaian sengketa yang efisien, perlindungan hak-hak 

pekerja, dan manajemen risiko. Mematuhi peraturan hukum konstruksi dan KUHPerdata serta menggunakan 

penyelesaian sengketa alternatif adalah langkah-langkah yang relevan dalam mengurangi risiko hukum yang 

dapat timbul dalam proyek konstruksi. Perlindungan hak-hak pekerja dan penerapan manajemen risiko yang 

baik juga turut berperan penting dalam mencapai kesuksesan proyek. Dengan memahami dan menerapkan 

implikasi-implikasi tersebut, praktik perjanjian pemborongan dapat mencapai keseimbangan harmonis dan 

produktif dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia. Melalui penekanan pada aspek-aspek ini, 

diharapkan proyek konstruksi dapat berjalan lebih lancar, konflik dapat teredam, dan hasil proyek secara 

keseluruhan dapat meningkat, sehingga berkontribusi pada penyelesaian proyek konstruksi yang sukses di 

Indonesia. 

  

2. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dalam jurnal yang menggunakan studi literatur biasanya dikenal sebagai tinjauan 

pustaka atau literature review. Metode ini bertujuan untuk menyusun dan menganalisis literatur yang telah 

diterbitkan sebelumnya, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan sumber teks lainnya yang relevan 

dengan topik penelitian tertentu. 

 

3. PEMBAHASAN  

Implikasi dalam praktik konstruksi terhadap perjanjian pemborongan di Indonesia memiliki beberapa 

aspek yang harus diperhatikan secara cermat. Pertama-tama, keberadaan peraturan hukum dan regulasi yang 

mengatur sektor konstruksi menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai 

peraturan yang mengatur tentang pembangunan dan konstruksi, termasuk peraturan terkait perjanjian 

pemborongan bangunan. Implikasinya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memastikan 

bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tidak melanggar hukum dan berisiko 

terkena sanksi atau tuntutan hukum. 

Implikasi dalam praktik konstruksi terhadap perjanjian pemborongan di Indonesia memiliki beberapa 

aspek yang harus diperhatikan secara cermat. Pertama-tama, keberadaan peraturan hukum dan regulasi yang 

mengatur sektor konstruksi menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan berbagai 

peraturan yang mengatur tentang pembangunan dan konstruksi, termasuk peraturan terkait perjanjian 

pemborongan bangunan. 

Salah satu peraturan yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, 

yang mengatur tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi, kewajiban pihak-pihak yang terlibat, serta hak dan 

tanggung jawab pekerja dan pemilik proyek. Selain itu, terdapat peraturan-peraturan teknis seperti Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mengatur standar dan spesifikasi teknis untuk 

konstruksi. 

Implikasi dari adanya peraturan ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan harus 

memastikan bahwa perjanjian yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk 

mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat berakibat pada sanksi atau tuntutan hukum. Selain itu, 

dengan mematuhi peraturan yang ada, proyek konstruksi memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dapat 

berjalan dengan lebih lancar dan tanpa gangguan yang tidak perlu. 
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Selanjutnya, aspek penting lainnya adalah penyelesaian sengketa yang efisien. Dalam dunia konstruksi, 

konflik dan sengketa dapat timbul karena berbagai alasan, seperti perbedaan pendapat tentang perubahan 

desain, keterlambatan pelaksanaan, atau masalah pembayaran. Implikasinya adalah pihak-pihak yang terlibat 

dalam perjanjian pemborongan perlu menyertakan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan efisien 

dalam perjanjian mereka. 

Salah satu cara untuk mengatasi sengketa adalah dengan menggunakan penyelesaian sengketa alternatif, 

seperti mediasi atau arbitrase. Penyelesaian sengketa alternatif ini dapat menghemat waktu dan biaya, daripada 

harus menghadapinya melalui jalur peradilan formal. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang 

efisien, konflik dapat diminimalkan dan proyek dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Implikasi berikutnya 

adalah perlindungan hak-hak pekerja dalam perjanjian pemborongan. Para pekerja memiliki hak untuk bekerja 

dalam lingkungan yang aman, mendapatkan upah yang adil, dan memiliki jaminan sosial yang memadai. Pihak-

pihak yang terlibat dalam perjanjian harus memastikan bahwa hak-hak pekerja ini diakui dan dilindungi dengan 

baik. 

Dalam praktiknya, hal ini dapat diwujudkan dalam menyertakan klausul-klausul yang mengatur tentang 

upah, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta jaminan sosial dalam perjanjian pemborongan. 

Implikasinya adalah dengan perlindungan hak-hak pekerja yang memadai, para pekerja akan bekerja dengan 

semangat dan produktivitas yang tinggi, sehingga dapat berkontribusi pada keberhasilan proyek secara 

keseluruhan. Terakhir, manajemen risiko juga merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan dalam perjanjian 

pemborongan konstruksi. Proyek konstruksi biasanya melibatkan berbagai risiko, seperti risiko teknis, risiko 

keuangan, dan risiko lingkungan. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mampu mengidentifikasi 

dan mengelola risiko ini secara efektif. 

Dalam perjanjian pemborongan, dapat disertakan strategi manajemen risiko yang jelas, termasuk langkah-

langkah untuk mengurangi risiko dan mengantisipasi kemungkinan masalah yang mungkin timbul selama 

pelaksanaan proyek. Implikasinya adalah dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, proyek dapat 

berjalan lebih lancar dan menghindari potensi kerugian finansial maupun non-finansial. Secara keseluruhan, 

perjanjian pemborongan dalam praktik konstruksi di Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap 

efisiensi proyek.  

Aspek-aspek yang harus diperhatikan meliputi kepatuhan terhadap hukum, penyelesaian sengketa yang 

efisien, perlindungan hak-hak pekerja, dan manajemen risiko. Dengan memahami dan menerapkan implikasi-

implikasi ini, praktik perjanjian pemborongan dapat mencapai keseimbangan harmonis dan produktif dalam 

pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia, menghasilkan hasil yang lebih baik bagi proyek dan masyarakat 

secara keseluruhan. Salah satu implikasi penting dalam analisis hukum terhadap perjanjian pemborongan 

bangunan adalah mencegah potensi perselisihan di masa depan. Ketika perjanjian disusun dengan jelas dan 

mengikuti aturan hukum yang berlaku, risiko terjadinya perselisihan antara pemilik proyek dan pihak 

pemborong dapat dikurangi secara signifikan. Perjanjian yang kuat dan sah secara hukum juga memberikan 

jaminan bagi kedua belah pihak bahwa hak dan kewajiban mereka akan dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan 

ketentuan perjanjian tersebut. 

Perjanjian pemborongan bangunan merupakan suatu bentuk perjanjian khusus yang tidak dapat 

dipisahkan dari ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam BAB I hingga IV Buku III KUHPerdata. Buku 

III KUH Perdata mengatur tentang ketentuan umum yang berlaku bagi semua jenis perjanjian, baik yang diatur 

dalam KUH Perdata maupun jenis perjanjian baru yang belum memiliki regulasi tersendiri dalam undang-

undang. Sebagai dasar hukum perjanjian pemborongan bangunan, KUHPerdata mengatur dalam Pasal 1601 

ayat (2) menyatakan bahwa "pemborongan pekerjaan adalah perjanjian di mana pihak pemborong 

berkewajiban untuk melaksanakan suatu pekerjaan bagi pihak yang memborongkan dengan menerima harga 

yang telah ditentukan."2 

Perjanjian pemborongan bangunan merupakan bentuk perjanjian khusus yang memiliki keterkaitan erat 

dengan ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Buku III KUHPerdata mengatur 

tentang ketentuan umum yang berlaku bagi semua jenis perjanjian, baik yang diatur dalam KUHPerdata 

maupun jenis perjanjian baru yang belum memiliki regulasi tersendiri dalam undang-undang. Sebagai dasar 

hukum perjanjian pemborongan bangunan, KUHPerdata menyatakan dalam Pasal 1601 ayat (2) bahwa 

"pemborongan pekerjaan adalah perjanjian di mana pihak pemborong berkewajiban untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan bagi pihak yang memborongkan dengan menerima harga yang telah ditentukan." Dalam perjanjian 

pemborongan bangunan, pihak pemborong (kontraktor) memiliki kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan 

konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, sedangkan pihak yang memborongkan (pemilik 

proyek) akan membayar harga yang telah disepakati sebagai imbalan atas pekerjaan tersebut. 

Ketentuan umum dalam Buku III KUHPerdata memberikan pedoman dan kerangka hukum yang menjadi 

acuan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan bangunan. Hal ini mencakup berbagai 

aspek, seperti kebebasan berkontrak, kesepakatan mengenai harga dan bentuk pembayaran, kewajiban dan 

 
2 Pasal 1601 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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tanggung jawab masing-masing pihak, serta cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan di antara 

mereka. Salah satu hal penting yang diatur dalam Buku III KUHPerdata adalah prinsip kebebasan berkontrak. 

Artinya, para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-

syarat perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun, kebebasan ini tetap harus mematuhi batas-batas 

hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang mengikat, termasuk 

ketentuan hukum yang mengatur sektor konstruksi. 

Ketentuan mengenai harga dan bentuk pembayaran menjadi aspek penting dalam perjanjian pemborongan 

bangunan. Pihak pemborong dan pihak yang memborongkan harus sepakat mengenai harga yang akan 

dibayarkan atas pekerjaan konstruksi tersebut, serta cara dan jangka waktu pembayaran yang akan dilakukan. 

Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakjelasan dalam proses pembayaran dan memastikan bahwa 

kewajiban pembayaran dipenuhi sesuai dengan kesepakatan. Buku III KUHPerdata juga mengatur mengenai 

kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian pemborongan bangunan. Pihak 

pemborong berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan teliti dan profesional, sesuai 

dengan spesifikasi yang telah disepakati. Di sisi lain, pihak yang memborongkan harus memastikan bahwa 

pembayaran dilakukan tepat waktu dan memenuhi kesepakatan yang telah ditentukan. 

Dalam perjanjian pemborongan bangunan, Buku III KUHPerdata juga memberikan panduan mengenai 

cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu mekanisme 

yang dapat digunakan adalah mediasi atau arbitrase, yang dapat menjadi alternatif dari jalur peradilan formal. 

Penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan dengan cara yang lebih cepat dan efisien, 

sehingga dapat menghindari dampak negatif dari sengketa terhadap proyek konstruksi. Secara keseluruhan, 

perjanjian pemborongan bangunan merupakan bentuk perjanjian khusus yang tidak dapat dipisahkan dari 

ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdata. Ketentuan-ketentuan tersebut 

memberikan dasar hukum yang kuat bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan untuk 

menjalankan proyek konstruksi dengan efisien dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan memahami 

dan mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut, diharapkan proyek konstruksi dapat berjalan dengan lancar dan 

berhasil sesuai dengan harapan dan kebutuhan pemilik proyek serta memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terlibat. 

Dalam praktik konstruksi di Indonesia, budaya hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa juga harus 

dipertimbangkan. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan dapat 

menjadi proses yang lama dan mahal. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk mempertimbangkan opsi 

alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, yang lebih cepat dan efisien. Implikasinya 

adalah para pihak harus menyusun perjanjian pemborongan dengan mencantumkan klausul penyelesaian 

sengketa yang jelas dan sesuai dengan preferensi mereka. 

Dalam praktik konstruksi di Indonesia, selain memperhatikan aspek kepatuhan hukum dan regulasi, 

budaya hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi hal penting yang harus dipertimbangkan. 

Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan dapat menjadi proses yang 

panjang, rumit, dan mahal. Oleh karena itu, penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian 

pemborongan untuk mempertimbangkan opsi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien, 

seperti mediasi atau arbitrase. 

Budaya hukum di Indonesia memiliki karakteristik yang khas, di mana litigasi seringkali dianggap 

sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya lain untuk menyelesaikan sengketa telah dilakukan. Proses 

litigasi di pengadilan dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tergantung pada 

kompleksitas dan tingkat kepadatan jadwal persidangan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan dalam proses 

litigasi juga bisa sangat tinggi, karena melibatkan berbagai biaya seperti biaya pengacara, biaya administrasi 

pengadilan, dan biaya ekspertise. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan 

sebaiknya mempertimbangkan untuk menyertakan klausul penyelesaian sengketa yang mengacu pada opsi 

alternatif, seperti mediasi atau arbitrase. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak 

ketiga netral (mediator) untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Keuntungan mediasi adalah 

prosesnya yang lebih cepat dan lebih informal, sehingga para pihak dapat lebih mudah mencari solusi yang 

saling menguntungkan. Selain itu, biaya mediasi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan biaya litigasi. 

Sementara itu, arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga netral (arbiter) 

yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Arbitrase biasanya 

lebih cepat daripada litigasi dan memiliki tingkat kerahasiaan yang lebih tinggi, karena prosesnya tidak 

dilakukan secara terbuka seperti di pengadilan. Selain itu, keputusan yang dihasilkan dalam arbitrase biasanya 

tidak dapat diajukan banding ke pengadilan, sehingga prosesnya lebih final. Dalam menyusun perjanjian 

pemborongan, para pihak dapat memilih salah satu atau keduanya dari opsi penyelesaian sengketa alternatif 

ini sesuai dengan preferensi mereka. Penting untuk mencantumkan klausul penyelesaian sengketa yang jelas 

dan tegas dalam perjanjian, agar jika terjadi sengketa di masa depan, proses penyelesaiannya dapat dilakukan 

dengan efisien dan menghindari potensi konflik yang lebih besar. Selain itu, dalam memilih mekanisme 

penyelesaian sengketa, para pihak juga perlu mempertimbangkan kompleksitas dan nilai proyek yang terlibat. 
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Jika proyek memiliki nilai yang besar dan kompleksitas yang tinggi, arbitrase mungkin menjadi opsi yang lebih 

cocok, karena prosesnya yang lebih formal dan memiliki keputusan yang mengikat secara hukum. Namun, jika 

proyek memiliki nilai yang lebih rendah dan sengketa bersifat lebih sederhana, mediasi dapat menjadi opsi 

yang lebih efisien dan praktis. 

Dalam konteks perjanjian pemborongan, klausul penyelesaian sengketa juga dapat berlaku untuk sengketa 

antara pihak pemborong dengan subkontraktor atau pemasok. Ini dapat membantu mengurangi risiko sengketa 

yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam proyek konstruksi. Dengan mempertimbangkan budaya hukum 

dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, para pihak dapat meningkatkan keselarasan dan 

keseimbangan dalam perjanjian pemborongan. Selain itu, penyelesaian sengketa yang tepat dan cepat juga 

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek, sehingga dapat mendorong 

keberhasilan dan efisiensi dalam praktik konstruksi di Indonesia. 

Perjanjian pemborongan bangunan harus memenuhi persyaratan sah dan mengikat berdasarkan hukum 

yang berlaku. Implikasinya adalah, jika perjanjian tidak memenuhi standar sah dan tidak mengikat, hal ini 

dapat mengakibatkan perjanjian menjadi batal demi hukum, yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi 

kedua belah pihak. Aspek lain yang penting adalah perlindungan hak-hak pekerja dan kesejahteraan mereka 

dalam praktik konstruksi. Pihak pemborong wajib memastikan bahwa para pekerja yang terlibat dalam proyek 

konstruksi memiliki kontrak kerja yang sah, mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan perundangan yang 

berlaku, dan dilengkapi dengan asuransi kesehatan serta keselamatan kerja yang memadai. 

Implikasinya adalah para pihak dalam perjanjian pemborongan harus memastikan bahwa seluruh 

ketentuan terkait hak-hak pekerja telah diatur dengan baik dalam perjanjian dan memastikan kepatuhan 

terhadap peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. tanggung jawab yang melekat pada pihak pemborong terkait 

dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan standar kualitas yang telah disepakati dalam perjanjian. Jika pihak 

pemborong gagal memenuhi kewajibannya atau melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan standar, 

pemilik proyek berhak menuntut ganti rugi dan meminta perbaikan pekerjaan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Pada kenyataannya pemborong diwajibkan bertanggung jawab hingga periode pemeliharaan 

yang ditentukan dalam kontrak berakhir. Menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 

Tentang Jasa Konstruksi, kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa ditentukan mulai 

dari penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama selama 10 (sepuluh) tahun.3 

Implikasi hukum konstruksi dalam praktik perjanjian pemborongan bangunan juga berkaitan dengan 

perubahan dalam perjanjian. Dalam proyek konstruksi, perubahan dalam lingkup pekerjaan sering kali 

diperlukan karena alasan teknis atau kebutuhan proyek yang berubah. Namun, perubahan semacam ini harus 

diatur dengan jelas dalam perjanjian dan memenuhi persyaratan hukum agar tidak menimbulkan perselisihan 

di kemudian hari. Persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam perjanjian pemborongan kerja pembangunan 

pendirian perumahan disebabkan karena adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan, pelaksanaan 

pekerjaan tidak sesuai dengan Bestek, salah dalam perencanaan pekerjaan sehingga menimbulkan kerusakan-

kerusakan pada konstruksi bangunan.4 Adanya persyaratan hukum dalam konstruksi juga mempengaruhi cara 

penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan antara pemilik proyek dan pihak pemborong, penyelesaiannya 

harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam perjanjian atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 

Mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan sesuai dengan hukum dapat membantu mengurangi 

ketidakpastian dan mempercepat penyelesaian masalah. 

Dalam praktik konstruksi di Indonesia, kewajiban pihak pemborong untuk melaksanakan proyek sesuai 

dengan peraturan hukum dan standar keamanan dan kesehatan kerja juga menjadi implikasi penting. Pihak 

pemborong harus memastikan bahwa seluruh aspek keamanan kerja terpenuhi agar mengurangi risiko 

kecelakaan dan cedera yang dapat mengakibatkan gugatan hukum dan kerugian finansial. Dalam praktik 

konstruksi di Indonesia, kemampuan untuk mengelola risiko juga menjadi hal yang krusial. Proyek konstruksi 

cenderung memiliki risiko yang tinggi, seperti perubahan cuaca, keterlambatan material, atau kesalahan desain. 

Implikasinya adalah para pihak dalam perjanjian pemborongan harus memiliki strategi untuk mengidentifikasi, 

mengelola, dan meminimalkan risiko-risiko tersebut agar proyek berjalan dengan lancar dan efisien. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI 

4.1  Kesimpulan 

Implikasi dalam praktik konstruksi terhadap perjanjian pemborongan di Indonesia memainkan peran 

penting dalam menentukan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek konstruksi. Dalam rangka 

memastikan perjanjian pemborongan berjalan dengan baik, beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi 

kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku, penyelesaian sengketa yang efisien, perlindungan hak-hak 

pekerja, dan manajemen risiko yang baik. 

 
3 Fadhel Rufbyarto, Persoalan Hukum Yang Timbul Dalam Perjanjian Pemborongan Kerja 

Bangunan Pendirian Perumahan Oleh Pemborong, Vol. 6, Surabaya, Widya Yuridika:Jurnal Hukum, hal. 347. 
4 Ibid, hal. 350. 
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Penting bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan untuk memahami dan mengikuti 

peraturan hukum yang berlaku terkait sektor konstruksi di Indonesia. Dengan memastikan perjanjian sesuai 

dengan hukum yang berlaku, para pihak dapat menghindari risiko hukum dan potensi tuntutan atau sanksi dari 

pihak berwenang. 

Selain itu, penyelesaian sengketa menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Opsi alternatif 

penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, dapat menjadi pilihan yang lebih efisien dan cepat 

dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Penyusunan perjanjian dengan mencantumkan klausul penyelesaian 

sengketa yang jelas akan membantu menghindari ketidakpastian dan meminimalkan dampak negatif dari 

perselisihan. 

Perlindungan hak-hak pekerja juga menjadi tanggung jawab para pihak dalam praktik konstruksi. 

Memastikan para pekerja memiliki kontrak kerja yang sah, upah yang layak, dan perlindungan kesehatan serta 

keselamatan kerja yang memadai adalah langkah penting untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan 

menghindari masalah hukum terkait ketenagakerjaan. Terakhir, manajemen risiko yang baik merupakan aspek 

penting dalam praktik konstruksi. Mengidentifikasi, mengelola, dan meminimalkan risiko-risiko yang mungkin 

timbul selama pelaksanaan proyek akan membantu proyek berjalan dengan lancar dan efisien. 

 

4.2 Saran/Rekomendasi 

Guna meningkatkan efisiensi dan keberhasilan dalam praktik perjanjian pemborongan di Indonesia, 

pihak-pihak yang terlibat perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, pastikan kepatuhan terhadap peraturan 

hukum konstruksi dan KUHPerdata untuk menghindari risiko hukum dan potensi tuntutan. Kedua, 

pertimbangkan opsi penyelesaian sengketa yang efisien, seperti mediasi atau arbitrase, untuk mengurangi 

ketidakpastian dan waktu penyelesaian perselisihan. Ketiga, prioritaskan perlindungan hak-hak pekerja dan 

keamanan kerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman. Terakhir, terapkan manajemen risiko 

yang baik untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko proyek secara efektif. Dengan mengikuti saran-

saran ini, praktik perjanjian pemborongan bangunan dapat mencapai kesuksesan dan menjaga keteraturan 

dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia. 
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